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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Tingkat inflasi nasional tidak tepat untuk menggambarkan peningkatan biaya

hidup karena berbagai bias dari metode yang digunakan untuk mengukur tingkat

inflasi dan penggunaan PDB untuk mengapresiasi produktivitas pekerja juga tidak

tepat karena tidak mencerminkan peningkatan produktivitas per pekerja;

2. Ketentuan Upah Minimum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor

78 tahun 2015 tentang Pengupahan tidak sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang

nomor 13 tahun 2003 tentang Pengupahan. Hal ini terjadi karena terdapat

ketidakserasian antara Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015

tentang Pengupahan yang mengukur tingkat Upah Minimum berdasarkan

kebutuhan hidup seorang pekerja saja dengan tolak ukur yang terdapat dalam

Pasal 88 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang

menyatakan bahwa seseorang dikatakan memiliki penghasilan yang layak jika ia

mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya ;

3. Untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang sudah berkeluarga dengan tetap

menjaga sustainabilitas perusahaan, perlu dilakukan optimalisasi struktur dan

skala upah dengan memberikan target kepada pekerja sehingga produktivitas

perusahaan dapat terjaga dan pekerja dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan

keluarganya dengan insentif yang diberikan

5.2. Saran

1. Besaran KHL perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28

tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat

Indonesia;
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2. Untuk menghitung Upah Minimum, tidak direkomendasikan untuk tetap

menggunakan formula yang terdiri dari tingkat inflasi nasional dan PDB dan

dianjurkan untuk melakukan penentuan Upah Minimum setiap tahun dengan

fleksibel. Apabila penggunaan formula tetap digunakan untuk menghitung Upah

Minimum, maka direkomendasikan untuk merubah variabel inflasi nasional dan

PDB menjadi inflasi daerah dan tingkat produktivitas daerah;

3. Untuk membantu memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan tetap

menjaga sustainabilitas perusahaan optimalisasi struktur dan skala upah dengan

menggunakan insentif perlu dilakukan;

4. Perlu dilakukan perbaikan kualitas tenaga kerja agar terjadi kesesuaian antara

permintaan dan penawaran tenaga kerja, dengan demikian tingkat pengangguran

dan produktivitas dapat meningkat secara beriringan. Hal ini dapat dilakukan

dengan memprbaiki sistem pendidikan yang ada atau dengan mengadakan

pelatihan-pelatihan;
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